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KY Minta Penambahan
Kewenangan

JAKARTA, KOMPAS — Ko-
misi Yudisial meminta pemerin-
tah untuk mendukung penguat-
an kewenangannya. Lembaga
pengawas eksternal hakim itu
minta dilibatkan dalam seluruh
proses manajemen hakim, mulai
dari perekrutan (hakim tingkat
pertama hingga hakim agung,
promosi ‘dan mutasi, penilaian
kinerja, hingga proses pember-
hentian hakim.

Permintaan tersebut dlsa.m-
paikan pimpinan KY kepada Pre-
siden Joko Widodo dalam per-
temuan di Kompleks Istana Ke-
presidenan, Jakarta, Selasa (1/11)
pagi.

- ’Kami meminta dukungan

| Presiden terkait Rancangan Un-

dang-Undang Jabatan Hakim,
terutama mengenai keinginan
kami agar KY dilibatkan dalam
seluruh proses manajemen. ha-
kim,” kata Ketua KY Aidul “Fitri-
ciada Azhari seusaijpertemuan.
Namun, ide untuk memper-
kuat kewenangan KY langsung

’mendapat penolakan dari Mah-

yang juga Pelaksanﬁ ;
Umum Ikatan Hakim Indonesxa
(Tkahi), Suhadi, menjelaskan,
usulan tersebut dinilai melam-
paui kewenangan KY dan juga
bertentangan dengan putusan
Mahkamah Konstitusi.

Saat ini, RUU Jabatan Hakim
sudah disahkan menjadi RUU
inisiatif DPR. RUU itu akan se-
gera dibahas DPR bersama pe-
merintah.

Dalam pembahasan RUU nan-
tinya pemerintah diharapkan
mendukung penguatan kewe-
nangan  KY. Mengacu Un-
dang-Undang Nomor 18’ Tahun
2011, KY berwenang mengusul-
kan hakim agung dan hakim
agung ad hoc ke DPR dan meng-
awasi pelaksanaan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.

Aidul memaparkan, KY perlu
dilibatkan ~ dalam pengelolaan
manajemen hakim.

”Yang disebut manajemen ha-
kim itu mulai dari, pertama,
perekrutan hakim di bawah MA.
Kedua, promosi mutasi. Ketiga,
penilaian profesional atau peni-
laian kinerja tempat pengawasan,
dan keempat, tentu saja pem-
berhentian hakim,” ujarnya.

(%

Usulan untuk
menempatkan kembali
KY dalam perekrutan

hakim dari tingkat
pertama hingga hakim
agung menyalahi
keputusan MK.
Suhadi

KY juga mengusulkan agar
pengawasan hakim diserahkan
sepenuhnya kepada KY dan pu-
tusan hasil pengawasan bersifat
eksekutorial.

Reorganisasi MA

Dalam pertemuan dengan Pre-
siden, KY juga mengusulkan pen-
tingnya-teorganisasi MA. Reor-
ganisasi itu dianggap penting ka-
rena selama.ini KY menemukan

\adanya tumpang tindih tugas dan

fungsi. Hakim lebih banyak me-
laksangkan tugas-tugas non-yu-
disial, terutama yang terkait de-
ngan birokrasi dibandingkan de-
ngan melaksanakan tugas yudi-
sial.

Dominasi birokrasi itu, me-
nurut Aidul, membuat hakim ku-
rang independent Kondisi ter-
sebut juga mengakibatkan ma-
raknya praktik mafia peradilan
yang sering melibatkan pegavml
pengadilan.

Sementara itu, Suhadi menga-
takan pihaknya menolak gagasan
KY dilibatkan lebih jauh dalam
urusan manajemen hakim.

”Usulan untuk menempatkan
kembali KY dalam perekrutan
hakim dari tingkat pertama hing-
ga hakim agung menyalahi ke-
putusan Mahkamah Konstitusi

.(MK). MK menyatakan peranan

KY hanya merekrut dan meng-
usulkan calon hakim agung ke-
pada DPR. Adapun untuk hakim
tingkat pertama merupakan ke-
wenangan MA,” katanya.

Tentang putusan bersifat ek-
sekutorial KY, Suhadi menilai hal
itu melampam wewenang.
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